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KEPUTUSAN WALIKOTA MOIOKERTO
NOMOR 31 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGS]
BADAN KESATUAN BANGS A DAN PERLINDUNGAN M ASYARAKAT
ROTAMCIOKERTO

WALINOTA MOJORKLERTO
Menimibang . bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mojoketto Nomor 5 Talhun
2001 teniang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota
Mojokerto. '

Mengimuat o1 Undang-undang Nemor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Keeil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timui/Jawa Tengah/Jawa Barat;

EJ

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38393y,

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kouangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tamibaban Lembaran Negara Nomor 3242);

5 Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negerd dan Otornomi Daerah Ndm{_)r 50 Tahun
2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah PropinsiKabupaten/Kota,

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Dacrah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan t KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

Kota, adalah Kota Mojokerto;

. Pemerintah Kota, adatah Pemerintah Kota Mojokerte,

Walikota, adalab Walikota Mojokerto,

. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sckretaris Daerah Kota Mojckerto,
Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat Kota, adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto;

f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kesatuan Dangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kota Mojokerto.

oo oy

BABII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1} Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Mojpkerto terdiri atas:

a. Kepala;

b, Sekretariat;

¢. DBidang Perlindungan Masyarakat,

d. Bidang Kesatuan Bangsa,

e. Bidang Penanganan Masalah Aktual.

{2) Sckretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (13 masing-
masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesgatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat adalah scbagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan perencanaan program serta
melaksanakan tugas lain yang Aiberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugasnya. ; '

Tasal 4

Untuk melaksanakan tugas sehbagaimana dimaksud pada pasat 2, schretariat
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan surai menyurat;

b. Pelayanan administratif kepada Kepala Badan serta Bidang-Bidang lain di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,

c. Pengelolaan tata vsaha kepepawaian;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan;

e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan dan program Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. '




Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Unwm;
b. Sub Bagian Program,;
¢.  Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian

vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian dan Urmnum mempunyai tugas:

h.

_(‘;

Melaksanakan  pengeloiaan  urusan  sural  menyural,  peongelikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan;

Melaksanakan grusan administrasi Kepegawaian, perjalanan dinas dan
kesejahteraan pegawali, '

Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan,
Menyajikan informasi dan melaksanakan tugas dibidang hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya, !

Pasal 7

Sub Bagian Program mempunyai tugas: -

a.

b,

d

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kegiatan kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakal:

Melaksatakan  koordinasi  dalam  ranghks - perencianaan  progriam
pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat,
Mengolah dan menyusun serta menyiapkan [dporan kegiatan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch Sckretarts sesuai dengan
bidang ugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai fugas:

a.

b,
.

d.

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan;

Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan;

Melaksanakan tugas fain vang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal ©

(13 Bidang Pedindungan Masvarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dadan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat di bidang
Perlindungan Magyarakat serta melaksanakan tugas tain yang diberikan
oleh Kepala Badan sosuai dengan bidang rugasnya,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a.  Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Perlindungan
Masyarakat dalam jangka pendek, menengal dan panjang;




b. Penyusunan program dan pengendalian kegiatan bidang Perfindungan
Masyarakat;

¢. Penvelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan Sumber
Daya Monusia (SDM) Satuan Perlindungan Masyarakat;

d. Penyelenggaraan peningkatan SDM Satwan Perlindungan Masyarakat
uniuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan
akibat bencana perang, alam dan ulah manusia;

¢. Peningkatan Ketahanan Nasional, masvarakat dengan upava kesadaran
Bela Negara;

f.  Peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
dalam upaya perlindungan masyarakat di segala bidang kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara.

[asal 10
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaim:

a. Sub Bidang Kcsiagaan;
b. Sub Bidang Penanggulangan;
¢. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakot.

(?) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepata Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat.

Pasal 11
Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas;

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan
informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi bencana:

b. Menyiapkan bahan penyusunan program serla pelaksanaan program
kestagaan menghadapi bencana;

¢. Mengkaji dan mengembangkan program kesiagaan menghadapi bencana;

d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
schubungan dengan upaya kesiagaan terjadinya bencana;

¢. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Ridang Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugagnya.

Pasal 12
Sub Bidang Penanggulangan mempunyai tugas:

2. Menyviapkan bahan perumusan kebijakan pengerahan dan pengendalian
Satuan Perlindungan Masvarakat ;

b. Merumuskan kebijakan rehabilitasi relokasi dan rekonstruksi akibat
bencana: _

¢. Membuat pedoman relokasi penduduk vang tertimpa bencana ke lokasi
yang aman;,

d. Menyiapkan bahan pcgrminrnan kebutulan  dan  pengerahan serta
pengendalian sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

¢. Mengadakan evaluasi dan menywsun laporan pengerahan dan pengendalian
Satuan Perlindungan Masyarakat;

£ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.




Pasal 13

Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai
tugas;

a. Moerumiskan  kebijakan  pendataan anggota  Satuan  Perlindungan
Masvarakat; ;

b, Memumuskan pedoman dan rekrutmen tenaga pengajar, kurikulum dan
evaluasi pelatihan;

¢. Merumuskan pedoman dan pelaksanaan pelatihan,

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama pelatihan dan geladi
penangpuiangan bencana;

c. Moengadokan evaluasi. dan menyusun laporan pelatihan SDM  Satuan
Pelindungan Masyarakat;

f. Melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 14

{1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Kesatuan
Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesvai dengin bidang tugasnya;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan
Bangsa dalam jangka pendck, menengah dan panjang;

b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
sistem politik, !

¢. Pelaksanaan fasilitasi 'bcnyclgnggaraan Pemilihan Umum;

d. Pelaksanaan fasilitasi kegiaian Kesatuan Bangsa,

¢. Pelaksanaar kajian strategis di bidang Kesatuan Bangsa;

f. Pelaksanaan peningkatan pemberdavaan Hak Asasi Manusia;

g. Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dengan Instansi atau

Lembaga terkait;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa.

Pasal 15
(1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang vaitu;

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi:
¢.  Sub Bidang Demokratisasi.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesatuan Bangsa.

Pasal 16
Sub Bidang Flubungan Antar Letubaga mempunyai tugas:

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan
sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga:




d.

Menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga
legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik,
organisasi Kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadava
masyarakat,

Mengkoordinasikan tugas dan program hubungan antar lembaga dengan
Instansi dan atou lembag tekait: '
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lugas dan program fiubungan antar
lembaga; .

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diverikan oleh Kepala Sub Badang
Kesatuan Bangsa seaual bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Kesatvan Bangsa dan Ideologi mempunyai tugas:

aq.

b.

[

Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang Kesatuan
Bangsa dan pgmahaman ideologi;

Melakukan fasilitasi untuk memantapkan pemahaman kesatuan bangsa dan
ideclogi;

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait di bidang
kesatuan bangsa dan ideologi:

Melakukan evsluasi dan pelaporan terhadap kegiatan dibidang kesatuan
bangsa dan idenlogi; _

Melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang
Kesatuan Bangsa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Demokratisasi mempunyai tugas:

a$

b.

d.

Menyiapkan bahan datam rangka menyusun kegiatan peningkatan kualitas
demokratisasi; '

Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas demokratisasi di lingkungan
suprastruktur pohtik, infrastruktur politik dan masyarakat,

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas demokratisnsi:

Melakukan evaluasi dan pelaporar kegiatan peningkatan kualitas
demnokratisasi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ofeh Kepala Sub Bidang
Kesatuan Bangsa sesuai bidang tugasnya,

Pasal 19

(1) Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas melaksanakan

sebagran tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di
bidang Penanganan Masalah Aktual serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnva,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunvai fungsi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan
pengamanan situasi dan kondisi politik dalam rangka memantapkan dan
memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis;

b. Perencanaan dan pelaxsanian kegiatan pengamatan dan pengamanan
situasi dan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan
memelihara stabilitas ckonomi;




¢. Perencanaan dan pelakeanaan kegiatan pengamatan, pencegahan dan
pembinaan  situasi rdzm kondisi sosial budaya dalam rangka
memantapkan stabitiias sosial budaya;

d. Perencanaan  dan  pelalisanaan  kegiatan = pembinaan  sosial
kemasyarakatan  dalam  rangka memelihara  dan  memantapkan
kehidupan masyarakat yong tertib aman dan tenteram,

Pasal 20
(1} Bidang Penanganan Masalah Aktual terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidany vaitu;

a. Sub Bidang Politik;
b. Sub Bidang Sosial, Ekonomi ddn Budaya;
¢. Sub Btdmg.&osm] Kemasvarakatan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan
Masalah. Aktual,

Pasal 21
Sub Bidang Politik mempunyat tugas:

a. Melakukan kajian strategis d bidang politik;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga
terkait dalam rangka melakukan kajian strategis d bidang politik;

¢. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis d
bidang politik;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Aktual scsuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22
Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas:

a. Melakukan kajian strategis di bidang Sostal, Ekonomi dan Budaya;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atan Lembaga
terkait dalam rangka melakukan kajian strategis (i bidang Sosial, Ekonomi
dan Budaya;

¢. Melakukan evaluasi don pelaporan terhadap kegiatan kajian stratepis di
bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Aktual sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23
Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai kigas:

a. Melakukan kajian strategis di bidang Sosial Kemagyarakatan;

b Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga
terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang Scsial
Kemasyarakatan;

¢. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di
bidang Sosial Kemasyarakatan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Aktual sesuai dengan bidang tugasnya.



BAR I
FIUBUINGAN KERTA
Pasal 24

(1) Setiap puupinan unit keiga dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Musyarakal wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi batk dalam Lingkungan Badan maupun antar unit kerja scsuai
dengan bidang tugasnya masing-masing,

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat  bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahanuya serta memberikan bimbingan dan
petunjuk pelaksanaannya.

r

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hat-hal vang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih Ianjut olch Walikota,

Pasal 26

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
Walikota i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Mojokerto.

Ditetapkan di1 Mojokerto
pada langgali 25 Juni 2001
WALIKOTA MOJOKERTO
tid

TRCGOEH SOEJONO, 8. H.
Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Juni 2001
SEKRETARIS DAFRAH KOTA MOJOKERTO
ttd.

SUTARNOQ,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOXERTO
TAHUN 2001 NOMCR 31




LAMPIRAN KEPUTUSAN WAL IKOTA HOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

NOMDR 7)”| TAIUN 2081
TANGGAL : 25 Juni 2@
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